
 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 
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Terdapat penelitian serupa dari beberapa penelitian terdahulu mengenai 

analisis kinerja keuangan organisasi sektor publik dengan menggunakan konsep 

Value for Money. Sejumlah penelitian memperoleh temuan yang berbeda pada 

setiap organisasi sektor publik ataupun pemerintah daerah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wayan Anggita Suridiyanti, Haliah, dan Nurleni (2024) 

mengungkapkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka pada 

periode 2019-2021 menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan rasio 

ekonomis, kinerja pemerintah daerah tergolong ekonomis. Dari segi rasio 

efektivitas, kinerja dikategorikan efektif. Namun, dalam hal rasio efisiensi, kinerja 

dinilai tidak efisien karena realisasi belanja daerah yang masih lebih besar 

dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah, sehingga menyebabkan defisit. 
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Terdapat sebuah permasalahan yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jember, mengutip berita dari  (www.kompasiana.com) yang 

menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember seperti kebingungan dalam 

melakukan manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya 

dalam APBD 2022 Pemerintah Kabupaten Jember mengalami defisit hingga 586 

miliar rupiah atau setara dengan setengah triliun lebih, dengan Sisa Lebih 

Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD 2021 yang tergolong sedikit, yaitu hanya 

sekitar 436 miliar rupiah. 

Awal tahun 2021, terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh seluruh sopir 

truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup, karena tidak adanya kejelasan 

mengenai penggantian uang bahan bakar solar untuk operasional unit truk 

pengangkut sampah. Dan di tahun 2023, warga Kabupaten Jember dibuat 

kebingungan karena tidak adanya tindak lanjut terkait alat olah sampah, di mana 

APBD dijadikan alasan atas tidak terwujudnya alat olah sampah. Bupati Hendy 

Siswanto mengatakan bahwa APBD Kabupaten Jember terkuras habis untuk 

perbaikan infrastruktur dan penerangan jalan umum yang dinilai lebih penting 

dibandingkan persoalan sampah yang sepele. APBD yang terbatas mengharuskan 

pemerintah Kabupaten Jember perlu menilai lebih lanjut terkait mana 

pembangunan yang bersifat urgensi. Dari APBD yang terbatas itulah dan terdapat 

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada tahun 2021 inilah yang menjadi dasar 

penelitian ini dilakukan. 

 

  

 



 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


